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PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TERIMA DANA INSENTIF 
DAERAH DARI PEMERINTAH PUSAT 

 
Sumber Gambar: 

https://infopublik.id/assets/upload/headline//WhatsApp_Image_2023-10-03_at_19_57_ 23.png 
 
Isi Berita:  

Temanggung,InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Temanggung menerima Dana Insentif 

Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan 

Mendagri Tito Karnavian di Aula Mezzanine, Komplek Kementerian Keuangan RI, di 

Jakarta, Selasa (3/10/2023). 

Penyerahan insentif fiskal kinerja tahun berjalan tahun anggaran 2023 ini untuk 

mengapresiasi kinerja dan prestasi pemerintah daerah kategori kinerja pengendali inflasi, 

penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah. Kegiatan ini juga 

bersamaan dengan seminar international desentralisasi fiskal bertema "Indonesian Fiscal 

Decentralization for The Next Decades". 

Pj. Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo bersyukur, Pemkab Temanggung menerima 

DID ini, sebab dapat membantu percepatan pembangunan. Selain itu juga bisa 

mempercepat penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem yang menjadi perhatian utama 

pemerintah, baik pusat, maupun daerah. 

"Hari ini kita menerima Dana Insentif Daerah, ada dua kategori, dari Mendagri dan Menteri 

Keuangan. Pertama insentif fiskal mengenai pengendalian inflasi Rp11,6 miliar. Kedua kita 

mendapat insentif fiskal untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Agung. 

Dikatakan, insentif fiskal untuk kesejahteraan masyarakat itu di bidang belanja daerah, 

kedua terkait stunting, ketiga terkait kemiskinan ekstrem, keempat terkait penggunaan 

produk dalam negeri. Nilai dana tersebut, yakni sebesar Rp17,9 miliar. 
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"Ini luar biasa bagi Temanggung, dalam rangka percepatan penyelenggaraan pemerintahan 

di Kabupaten Temanggung," katanya. 

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberian insentif itu bertujuan 

untuk memotivasi Pemda dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Total 

alokasi DID tahun 2023 sebesar Rp 4 triliun, terdiri dari Rp 1 triliun untuk insentif 

pengendalian inflasi dan Rp 3 triliun insentif peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

"Pemerintah daerah sekarang banyak diberi insentif dalam rangka memberi motivasi doing 

the right thing. Mulai masalah inflasi, penggunaan produk atau konten dalam negeri dalam 

belanja APBD nya, stunting dan kemiskinan ekstrem. Saya berharap penyerahan insentif ini 

bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia," katanya. 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk mencari format 

terbaik dalam pemerintahan daerah, karena akan berpengaruh terhadap berbagai hal 

termasuk fiskal. Ia meminta kerja sama pemerintah pusat dengan daerah semakin baik agar 

bisa menekan laju inflasi. 

"Inflasi kita relatif terjaga. Kita mendorong produksi dalam negeri, yaitu dengan belanja 

produk dalam negeri, termasuk mendorong pemerintah daerah juga. Untuk ini kami 

bekerjasama dengan seluruh kementerian terkait, realisasinya sudah 61 persen dari target 

yaitu Rp 450 triliun," katanya. (MC.TMG/ary;ekp/eyv) 

Sumber Berita: 

1. https://infopublik.id/kategori/nusantara/783738/pemkab-temanggung-terima-dana-

insentif-daerah-dari-pemerintah-pusat, “Pemkab Temanggung Terima Dana Insentif 

Daerah dari Pemerintah Pusat”, tanggal 3 Oktober 2023. 

2. https://www.harianmerapi.com/news/4010380679/temanggung-menerima-dana-

insentif-fiskal-pengendalian-inflasi-sebesar-rp116-miliar, “Temanggung menerima 

dana insentif fiskal pengendalian inflasi sebesar Rp11,6 miliar”, tanggal 3 Oktober 

2023. 

Catatan :  

 Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu 

berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan 

atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan 
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daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan 

masyarakat.1 

 Pemerintah mengalokasikan Dana Insentif Daerah (DID) berdasarkan PMK Nomor 

140/PMK.07/2022 yang berbasis Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 

2022 kepada 125 daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Hal itu 

bertujuan untuk memacu Pemerintah daerah agar terus melakukan perbaikan kinerja 

daerah dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan pemulihan 

ekonomi nasional.2  

 Penggunaanya disini untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah, 

antaranya adalah untuk perlindungan sosial seperti bansos, kemudian dukungan dunia 

usaha terutama untuk mikro kecil dan menengah, dan atau upaya penurunan tingkat 

inflasi daerah3 

 

 

 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 

                                                 
1 Paralegal, “Dana Insentif Daerah”, Diakses dari: https://paralegal.id/pengertian/dana-insentif-daerah/, pukul 
07.38 
2 Kemenkeu RI, “Pemberian Dana Insentif Daerah Kepada Daerah yang Berkinerja Baik Dalam Mendukung 
Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional”, diakses dari:https://www.kemenkeu.go.id/informasi-
publik/publikasi/berita-utama/Pemberian-Dana-Insentif-Daerah-Kepada-Daerah, pukul 07:34 
3 Ibid 


